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Abstract 

 

The threat of global warming become international concern, especially to the 

industrialized nations that instantly become the world's largest contributors to 

greenhouse gases. In response to the problem, world nations established an international 

agreement, the Kyoto Protocol, as a commitment to reduce global greenhouse gas 

emissions. However, the United States as a major advanced industrial country with the 

highest emission level at that time refused to ratify the Kyoto Protocol on the grounds of 

economic interests and the absence of participation from developing countries. 

To prove U.S. grounds as a rational policy, in this study the analysis will focus on: 1) The 

reasons for the United States' refusal to ratify the Kyoto Protocol; 2) The effect of Kyoto 

protocol implementation on the needs of domestic industry; and 3) US emission reduction 

efforts through emission trading mechanisms. In answering the problem, this research 

use the concept of Policy, the concept of Unilateralism and the concept of Transnational 

Coalition to give a comprehensive analysis of the political approaches that occur during 

the policy-making process. Then in explaining the linkage between economic activity and 

the effort of environmental conservation, this research use Green Political theory. In the 

end, the author will conclude an objective assessment of the Kyoto Protocol's rejection 

by the United States government during the George W. Bush administration. 
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I. Pendahuluan 

Fenomena hubungan internasional secara global yang berkontribusi terhadap 

peningkatan aktivitas manusia menjadi suatu permasalahan baru bagi setiap negara. 

Fenomena-fenomena seperti revolusi industri di Eropa, Perang Dunia I dan II yang diikuti 

dengan kemajuan teknologi dan militer telah menimbulkan suatu permasalahan 

lingkungan yang menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia. Peningkatan aktivitas 

manusia ini menjadi penyebab utama dari fenomena pemanasan global yang ditandai 

dengan munculnya perubahan iklim (climate change) secara signifikan. Perubahan iklim ini 

diyakini merupakan dampak dari perubahan tidak wajar suhu rata-rata permukaan bumi 

yang diakibatkan oleh menumpuknya gas-gas rumah kaca (GRK) di atmosfer akibat dari 

adanya aktivitas-aktivitas manusia modern. 1 

Karena adanya ancaman-ancaman tersebut, isu lingkungan menjadi perhatian dunia 

internasional khususnya bagi negara-negara industri maju yang merupakan penyumbang 

terbesar gas rumah kaca selama 150 tahun sejak masa industrialisasi terjadi.2 Kebijakan pro-

lingkungan jelas menjadi tanggung jawab setiap negara, khususnya negara industri maju, 

namun kebijakan pro-lingkungan itu sendiri sulit untuk direalisasikan karena berbenturan 

dengan kebijakan penggunaan dan konsumsi energi yang jelas menjadi kepentingan 

ekonomi setiap negara. Komitmen untuk mengurangi gas rumah kaca merupakan suatu 

tantangan besar bagi setiap negara, oleh karena itu dibutuhkan suatu perangkat perjanjian 

sebagai komitmen nyata untuk merealisasikan kebijakan pro-lingkungan. Melalui United 

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), negara-negara di dunia 

membentuk suatu perjanjian internasional yang disebut Protokol Kyoto yang berfungsi 

sebagai bentuk komitmen setiap negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai 

dengan unit yang ditetapkan. 3 

Protokol Kyoto memberikan dasar bagi negara-negara industri penghasil emisi GRK 

(yang dikelompokkan sebagai negara-negara Annex I) untuk mengurangi keseluruhan 

emisi GRK masing-masing pada tahun 2012 kurang lebih 5 persen dari emisi tahun 1990.4 

Protokol Kyoto juga dalam hal ini memberikan beban lebih kepada negara-negara Annex I 

melalui prinsip “common but differentiated responsibilities” atau dapat diartikan adanya 
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perbedaan beban tanggung jawab antara negara industri maju dan negara berkembang 

meskipun keduanya bertujuan untuk mengurangi efek pemanasan global bersama-sama.5  

Amerika Serikat dalam hal ini menjadi satu-satunya negara Annex I yang tidak 

meratifikasi Protokol Kyoto, sementara berdasarkan data tahun 2011, Amerika Serikat 

menyumbang 16% gas rumah kaca dunia pertahunnya, yaitu penyumbang emisi kedua 

terbesar setelah Tiongkok.6 Pada masa pemerintahan Presiden William J. Clinton, Amerika 

Serikat memutuskan untuk menandatangani Protokol Kyoto, namun tidak 

meratifikasinya.7 Clinton percaya bahwa pendekatan yang bijaksana dengan target untuk 

mengurangi gas rumah kaca adalah solusi terbaik untuk menangani masalah perubahan 

iklim dan cuaca yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Namun, keinginan 

Clinton tersebut tidak disetujui oleh anggota kongres dengan penolakan anggota senat 

untuk mengadakan negosiasi lebih lanjut. Menurut Global Climate Coalition (GCC), 

pemerintahan Clinton mengakui bahwa Protokol Kyoto adalah suatu hal yang sedang 

diusahakan, namun tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan tahun sebelumnya oleh 

senat dan tidak siap untuk diajukan ke senat untuk disetujui.8 

Berbeda jauh dengan Clinton, ketika menjabat menjadi Presiden saat tahun 2001, 

Presiden G. W. Bush menunjukkan penolakan terhadap Protokol Kyoto secara jelas melalui 

pernyataan di dalam suratnya yang ditujukan kepada senator, 

As you know I oppose the Kyoto Protocol. Because it exempts 80 percent of the world, 
including major population centers such as China and India, from compliance, and 
would cause serious harm to the U.S. economy. The Senate's vote, 95-0, shows that 
there is a clear consensus that the Kyoto Protocol is an unfair and ineffective means of 
addressing global climate change concerns.9 

Menurut G. W. Bush permasalah protokol Kyoto secara spesifik mengarah pada 

kemunduran aktivitas perekonomian Amerika Serikat yang akan mengakibatkan 

pergeseran energi yang cukup signifikan. 10 Selain itu, absennya negara-negara 

berkembang penghasil gas emisi rumah kaca seperti Tiongkok dan India juga menjadi 

alasan yang kuat bagi Amerika Serikat untuk menolakan ratifikasi Protokol Kyoto. Dengan 

kata lain Presiden G. W. Bush mempertimbangkan dampak implementasi ratifikasi Protokol 

Kyoto terhadap industri swasta yang sangat bergantung dengan penggunaan energi di 

Amerika Serikat, serta kurangnya konstribusi negara lain dalam kewajiban untuk 

mengurangi tingkat emisi global. 
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II. Penolakan Amerika Serikat terhadap Protokol Kyoto 

a. Peran Koalisi Transnasional terhadap Penolakan Protokol Kyoto 

Bisnis sebagai motor penggerak ekonomi negara memiliki pengaruh yang kuat 

dalam politik lingkungan global. Menurut Meckling, perusahaan melakukan berbagai upaya 

untuk bertahan mengingat mereka merupakan entitas utama yang diatur oleh kebijakan 

pemerintah, sehingga mereka memiliki keinginan yang kuat untuk bisa mengatur kebijakan 

pemerintah tersebut sesuai dengan kepentingan perusahaan.11 Selain itu, Levy dan Newell 

juga mengungkapkan perusahaan melakukan lobi, menyediakan tata kelola swasta, 

kegiatan diskursif dan investasi teknologi sebagai bentuk dinamika politik kepentingan 

perusahaan.12 Pernyataan ini mendukung fakta bahwa perusahaan melakukan pendekatan 

politik di berbagai lapisan kekuatan politik untuk mendapatkan persetujuan aktor non-

pemerintah, seperti masyarakat dan organisasi non-profit agar mendukung kepentingan 

perusahaan di level pemerintahan dan internasional. 

Penolakan Amerika Serikat terhadap Protokol Kyoto pada tahun 2001 diyakini 

sebagai bentuk kemenangan utama kelompok koalisi transnasional di bawah payung 

kepentingan nasional. Menurut Kagra, koalisi transnasional merupakan sekelompok aktor 

yang terhubung melewati batas-batas negara dengan strategi dan taktik untuk 

mempengaruhi perubahan sosial, yang dimana strategi atau taktik bersama diidentifikasi 

sebagai kampanye transnasional.13 Meckling juga menambahkan bahwa koalisi 

transnasional atau koalisi bisnis transnasional merupakan aliansi pelaku bisnis, pemerintah 

ataupun aktor bukan negara yang memiliki kepentingan bersama untuk mendukung atau 

menolak suatu kebijakan.14   
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Koalisi transnasional ini menunjukkan bahwa meskipun pada dasarnya konsumsi 

energi dan tingkat emisi di Amerika Serikat cukup memberikan alasan rasional terhadap 

penolakan Protokol Kyoto, tidak berarti aktor-aktor perusahaan tidak melakukan 

pendekatan politik untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, khususnya 

terhadap organisasi non-profit dan pemerintah Amerika Serikat itu sendiri. 

Jika dikutip melalui pernyataan presiden G.W. Bush di dalam suratnya yang 

ditujukan kepada senator, ia mengatakan permasalah Protokol Kyoto secara spesifik 

mengarah pada kemunduran aktivitas perekonomian Amerika Serikat.15 Selain 

ketidaksetujuannya karena absennya Tiongkok dan India sebagai penghasil emisi dunia di 

dalam Protokol Kyoto, presiden G.W. Bush lebih menekankan dampak buruk Protokol 

Kyoto terhadap ekonomi industri dalam negeri. Hal ini juga didukung oleh pernyataan 

Timothy Wirth yang bertindak sebagai kepala delegasi Amerika Serikat di Conference of the 

Parties (COP 2) di Geneva tahun 1996 dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 

The US recommends that future negotiations focus on an agreement that sets a realistic, 
verifiable and binding medium- term emissions target . . . met through maximum flexibility in 
the selection of implementation measures, including the use of reliable activities implemented 
jointly, and trading mechanisms around the world.16 

 
 Wirth menyatakan bahwa Amerika Serikat merekomendasikan agar negosiasi 

selanjutnya difokuskan pada perjanjian yang lebih realistis, terukur, dan dapat mengikat 

emisi target jangka menengah. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya fleksibilitas 

dalam memilih mekanisme pengurangan emisi, termasuk program yang dilaksanakan 

secara bersama-sama antar intitusi atau negara, dan juga mekanisme perdagangan di 

seluruh dunia. 

 

b. Unilateralisme Amerika Serikat dan Partisipasi Negara Berkembang  
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Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara Annex I yang tidak meratifikasi 

protokol Kyoto, sementara berdasarkan data tahun 2011, Amerika Serikat sendiri 

menyumbang 16% gas rumah kaca dunia pertahunnya.17 Tindakan Amerika Serikat dalam 

menolak Protokol Kyoto ini tidak hanya mendapatkan aksi protes dari kelompok pro-

lingkungan dalam negeri saja, namun juga pemimpin-pemimpin negara industri maju yang 

turut berpartisipasi dalam Protokol Kyoto seperti negara-negara di bawah Uni Eropa, 

Jepang, Australia, dan Kanada. Bahkan Tiongkok sebagai negara berkembang yang tidak 

dibebankan kewajiban pengurangan emisi, turut menyampaikan kekecewaan terhadap 

langkah pemerintahan G. W. Bush.  

Langkah Amerika Serikat dalam mengambil keputusan untuk tidak meratifikasi 

dapat dikatakan sebagai bagian dari karakter U.S. Exceptionalism,  atau tindakan ekslusif 

pemerintahan Amerika Serikat yang berbeda atau bertentangan dengan sebagian besar 

kebijakan negara-negara lainnya. U.S. Exceptionalism dapat dikatakan sebagai bentuk 

Unilateralisme Amerika Serikat terhadap Protokol Kyoto. Pernyataan ini didukung dengan 

fakta bahwa negara seperti Jepang, Kanada dan Uni Eropa sebagai mitra dagang dan aliansi 

terdekat Amerika Serikat tidak senang dan kecewa dengan langkah pemerintahan presiden 

G. W. Bush untuk menolak Protokol Kyoto.18 Bukan hanya pemimpin negara aliansi dan 

beberapa organisasi non-profit lingkungan, Tiongkok pun yang saat itu menjadi negara 

berkembang yang tidak diwajibkan untuk mengurangi emisi turut menyampaikan 

kekecewaannya terhadap Amerika Serikat.19 

Menurut Kuhn, Unilateralisme merupakan doktrin atau agenda apapun yang 

mendukung tindakan sepihak suatu negara atau pemimpin negara. 20 Tindakan seperti 

Unilateralisme bisa saja muncul karena tidak suka dengan pihak lawan atau sebagai bentuk 
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komitmen mencapai tujuan yang disepakati semua pihak yang berkepentingan pada level 

domestik suatu negara. Karakteristik khusus Amerika Serikat melalui konsep 

Unilateralisme ini melibatkan peran Amerika Serikat sebagai negara superpower dan 

dominasinya di dunia internasional yang dikenal sebagai U.S. Exceptionalism. U.S. 

Exceptionalism menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak diikat oleh kepentingan “non-

Amerika” dalam mengambil kebijakan apapun yang melandasi kepentingannya. 

Penyebab dari kecendrungan Unilateralisme Amerika Serikat adalah diantaranya: 1) 

tidak adanya lawan yang sepadan dengan Amerika Serikat; 2) adanya keterikatan 

pemerintah terhadap kedaulatan negara; dan 3) adanya pengaruh gagasan U.S. 

Exceptionalism dan struktur politik dalam negeri Amerika Serikat.21 Menurut Foot, 

kontribusi terhadap kecendrungan U.S. Exceptionalism berasal dari pemisahan kekuasaan 

pusat dengan struktur federal sistem politik America Serikat, serta adanya kekhawatiran 

bahwa lawan politik dari negara lain akan berusaha untuk menggunakan sistem multilateral 

untuk menyerang Amerika Serikat sebagai kekuatan global.22 

Lucas Assunção berpendapat bahwa Amerika Serikat mengadopsi pendekatan yang 

berubah-ubah antara Unilateralisme dan Multilateralisme dalam menangani masalah 

iklim.23 Hal ini kemudian kembali mengalami pergeseran pada tahun 1980-an ketika 

Unilateralisme Amerika Serikat menjadi pendekatan yang lebih dominan. Assunção 

menyatakan bahwa kecendrungan ke arah Unilateralisme adalah hasil dari keinginan 

Amerika Serikat untuk melindungi kepentingan ekonomi dan perdagangan domestik. 

Sebagai emitor rumah kaca terbesar, Amerika Serikat akan terbebani dengan konsekuensi 

biaya yang besar dalam mengurangi tingkat emisi sesuai dengan ketentuan Protokol Kyoto. 
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Bentuk mekanisme perlindungan ekonomi dalam negeri Amerika Serikat menjadi 

mekanisme favorit melalui kerangka Unilateralisme.   

Sesuai dengan pernyataan Assunção, kecendrungan arah Unilateralisme sebagai 

bentuk proteksi terhadap ekonomi dalam negeri juga didorong oleh motivasi lain, seperti 

tidak adanya partisipasi beberapa negara berkembang seperti Tiongkok dan India sebagai 

negara penghasil emisi dunia yang signifikan. Meskipun negara-negara tersebut 

dikeluarkan dari kewajiban pengurangan akibat statusnya sebagai negara berkembang 

yang masih harus menghadapi kemiskinan, namun kenyataan bahwa Tiongkok dan India 

sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia tidak bisa dilupakan begitu saja. 

 

c. Pengaruh Industri terhadap Pengambilan Keputusan 

Korelasi antara kebutuhan industri dan penggunaan energi terhadap peningkatan 

emisi di Amerika Serikat menjadi faktor penting dalam memberikan analisis yang objektif 

terhadap penolakan Protokol Kyoto. Faktanya, secara empiris terdapat hubungan antara 

kondisi ekonomi industri dan tingkat konsumsi energi terhadap peningkatan emisi.  

Shi mengemukakan, pertumbuhan total emisi karbon dioksida yang pesat 

disebabkan oleh adanya peningkatan konsumsi energi seiring dengan peningkatan 

pendapatan per kapita masyarakat dunia.24 Pernyataan ini juga didukung oleh Andreoni 

dan Levinson, yaitu ketika pendapatan suatu negara terus bertumbuh seiring dengan 

pembangunan ekonomi, produksi manufaktur akan menguasai produksi domestik 

nasional.25 Ketika pembangunan industrialisasi menguasai produk domestik nasional, 

utilitas bahan baku akan berkurang yang mengakibatkan pengeluaran emisi ataupun 

sampah bertambah tiap unit produksinya.26 
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Melihat kondisi ekonomi Amerika Serikat melalui neraca perdagangan telah 

menunjukkan besarnya pengaruh industri dalam negeri terhadap perekonomian Amerika 

Serikat. Berdasarkan data neraca perdagangan tahun 2014, produk mesin mendominasi 

sebagian besar hasil ekspor Amerika Serikat sebanyak 33.9%, disusul dengan produk 

industri sebanyak 31.2%.27 Produk industri padat modal menguasai sebagian besar barang 

ekspor dan barang konsumsi.  Jika dihubungkan dengan tingkat penggunaan energi, sektor 

industri mendominasi tingkat konsumsi energi di Amerika Serikat.28  

Melihat dari tingkat konsumsi energi Amerika Serikat pada tahun 2000 yang sudah 

mencapai sekitar 2250 Mtoe atau berada pada level tertinggi pertama sejak tahun 1990, 

membuat  ratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2001 sulit untuk direalisasikan.29  Diketahui, 

konsumsi energi Amerika Serikat pada tahun 2000 hingga 2008 merupakan yang tertinggi 

sejak tahun 1990 sampai tahun 2015.30 Fakta lainnya, meskipun kontribusi sektor industri 

cukup besar terhadap penggunaan energi, sektor transportasi dan kebutuhan rumah 

tangga (residential) juga menjadi pengguna energi signifikan di Amerika Serikat. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembatasan penggunaan energi tidak hanya akan berdampak 

siginifikan pada industri dalam negeri, namun juga masyarakat dan pelaku bisnis Amerika 

Serikat.  

Hasil penelitian memprediksi, jika Protokol Kyoto diberlakukan maka akan terdapat 

kenaikan harga bensin sekitar 30% hingga diatas 50%, dan kenaikan harga listrik sekitar 50% 

hingga lebih dari 80%.31 Hal ini selanjutnya berdampak pada upah pekerja yang akan 

menurun sekitar 5% hingga 10 persen pertahunnya, sementara standar hidup juga akan 

menurun sebesar 15%.32 Menurut analisis Wharton Econometric Forecasting Associates 

(WEFA), jika semua kewajiban pengurangan karbon tercapai di tingkat nasional, maka 

setiap negara bagian Amerika Serikat akan kehilangan lapangan pekerjaan.33 Total 
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hilangnya lapangan pekerjaan diperkirakan sebesar 24 juta tenaga kerja.34 Keluarga 

berpenghasilan rendah dan sedang akan menjadi pihak yang paling dirugikan. 

 

iii. Perdagangan Emisi sebagai Alternatif Kebijakan 

Amerika Serikat menolak untuk meratifikasi Protokol Kyoto dengan berbagai 

landasan kepentingan nasional. Namun, meskipun tidak meratifikasi, Amerika Serikat 

justru menerapkan Perdagangan Emisi sebagai kebijakan lingkungan yang justru tercantum 

dalam mekanisme Protokol Kyoto. Hal ini terjadi karena Amerika Serikat lebih menyukai 

kebijakan lingkungan berbasis pasar (market-based) yang dapat disinkronisasi dengan 

kepentingan industri dalam negeri.  

Seperti yang diketahui pada paparan sebelumnya, pada konteks kebutuhan industri 

Amerika Serikat, penelitian menunjukkan bahwa reduksi emisi melalui mekanisme Protokol 

Kyoto akan membawa dampak yang buruk bagi Amerika Serikat.35 Jika Amerika Serikat 

mengikuti implementasi Protokol Kyoto, produktivitas dalam negeri akan menurun 

sebesar 100 miliar hingga 400 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2010.36 Skema 

perdagangan emisi global yang tidak diatur secara kaku akan dapat mengurangi kerusakan 

ini sekitar 100 miliar hingga 200 miliar dolar Amerika Serikat.37 Melihat dari skema 

perdagangan emisi di dalam Protokol Kyoto, meskipun negara maju dapat membeli kredit 

dari negara berkembang, mereka masih akan membayar mahal untuk menarik minat beli 

negara berkembang yang masih fokus meningkatkan perekonomian dalam negeri 

mereka.38 

Perdagangan Emisi dipandang sebagai kebijakan berbasis pasar karena gas rumah 

kaca (GRK) yang sebagiannya terdiri dari karbon dianggap sebagai suatu komoditas yang 

dapat diperdagangkan antar perusahaan, instansi ataupun negara. Semakin besar pasar 
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yang terbentuk dari perdagangan GRK atau emisi, maka akan semakin likuid dan 

menguntungkan suatu sistem perdagangan emisi. Untuk itu banyak negara 

mengkampanyekan program perdagangan emisi secara global dalam mencapai tujuan 

ekonomi ataupun lingkungan secara bersamaan.  

Perdagangan emisi dengan lingkup lebih luas jauh lebih efektif karena GRK 

merupakan satu dari beberapa contoh campuran polutan yang tersebar secara global. 

Emisi GRK memiliki konsekuensi yang sama terlepas dari mana mereka dipancarkan. 

Dengan kata lain, emisi gas rumah kaca memiliki sifat eksternalitas yang sama diantara 

negara-negara yang memiliki emisi konvensional dalam satu wilayah.39 Oleh karena itu, 

dalam mengurangi efek pemansan global, kontrol emisi gas rumah kaca dari sumber atau 

wilayah tertentu dinilai tidak efektif. Hal ini membutuh pendekatan kordinasi internasional 

melalui pasar emisi atau pasar karbon internasional. Oleh sebab itu, partisipasi banyak 

negara dalam mekanisme perdagangan emisi sangat dibutuhkan. 

Ketiga, sementara karbon dioksida merupakan gas rumah kaca utama, ada banyak 

jenis GRK yeng memiliki berbagai potensi, diukur dalam hal jumlah energi panas yang 

terperangkap oleh jumlah yang diberikan masing-masing gas, serta berumur panjang.40 

Sebagai contoh yaitu emisi dari metana dan sulfur heksaflorida, yang masing-masing 

diketahui memiliki umur 12 tahun dan 3.200 tahun.41 

Pada tahun 2008, pembakaran bahan bakar fosil menyumbang sekitar 30 miliar 

emisi karbon dioksida.42 Nilai pasar satu tahun kuota (allowance) untuk emisi ini jika diukur 

pada harga 10 dolar Amerika Serikat per metrik tonnya akan menjadi 300 milyar dolar 

Amerika Serikat  dan pada harga 25 dolar Amerika Serikat per metrik ton itu akan menjadi 

750 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk harga kuota (allowance) yang lebih tinggi, atau 

ketika digabungkan di beberapa kuota (allowance) pertahunnya mencapai sekitar triliunan 
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dolar Amerika Serikat. Sebagai contoh lain, nilai pasar estimasi kuota (allowance) yang akan 

dibentuk dengan mengambil sampel dari Amerika Serikat melalui undang-undang yang 

diusulkan senat dalam kongres ke 1101, mencapai 6 sampai 7 triliun.43 

Sistem perdagang emisi yang dirancang dengan baik dan diterapkan pada situasi 

yang tepat, dapat memotong biaya kepatuhan (compliace cost) yang harus dikeluarkan 

oleh perusahaan. Selain itu, perdagangan emisi juga mendorong pengembangan teknologi 

dan ketersediaan modal untuk mencapai manfaat lingkungan diatas target yang 

ditentukan. Agar sistem perdagangan emisi berfungsi dengan baik, terdapat sejumlah 

persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah proporsi peserta atau dalam hal ini 

jumlah pembeli dan penjual potensial yang tergabung di pasar emisi. 

Sulit untuk mengukur suatu pasar yang efektif jika didasarkan pada ukuran pasar 

terhadap jumlah peserta pada pasar emisi. Namun hasil penelitian menunjukkan komposisi 

8 hingga 10 peserta merupakan jumlah peserta yang ideal di dalam suatu pasar 

perdagangan emisi.44Jika sumber emisi tersebar secara geografis, maka rasio perdagangan 

emisi harus mempertimbangkan arah angin atau jarak antara sumber emisi satu dengan 

yang lainnya untuk menjamin tidak adanya degradasi kualitas lingkungan.45 Hal ini 

mengindikasikan bahwa pastisipasi berbagai negara di pasar perdagangan emisi 

internasional akan dapat membantu efektifnya tujuan perdagangan emisi dalam mencapai 

keseimbangan kepentingan ekonomi dan lingkungan global secara keseluruhan. 

 

 

IV. Implikasi Kebijakan Perdagangan Emisi 

Ellerman dalam laporannya mengatakan bahwa pelaksanaan perdagangan emisi 

telah meningkatkan usaha peningkatan kualitas lingkungan, namun tidak menjanjikan 
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pelestarian lingkungan.46 Tujuan pelestarian lingkungan belum dapat dicapai dari 

perdagangan emisi, namun perdagangan emisi telah membantu mendorong target 

pencapaian tersebut. 

Pernyataan Ellerman tersebut juga didukung oleh teori politik hijau yang 

mengemukakan bahwa sebenarnya negara merupakan masalah, bukan solusi bagi masalah 

lingkungan hidup.47 Dalam menyelesaikan suatu permasalahan lingkungan, negara 

cenderung menjadikan teknologi sebagai solusi kerusakan lingkungan. Hal ini didukung 

oleh Dobson dalam tiga argumentasi utamanya yaitu:48 pertama adalah solusi teknologi 

tidak dapat mengatasi permasalahan lingkungan karena solusi teknologi tidak mampu 

menyelesaikan krisis yang ada namun hanya mampu menunda krisis tersebut49; kedua 

peningkatan pertumbuhan manusia  akan mempersempit ruang yang ada dan kemampuan 

untuk menampung pertumbuhan yang semakin meningkatpun semakin berkurang, hal ini 

berujung pada kerusakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan ruang hidup manusia; 

dan yang ketiga adalah permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan pada 

dasarnya memiliki keterkaitan satu sama lain, artinya menyambung dari argumentasi satu 

dan dua, faktor-faktor yang timbul dari manusia dapat menjadi sumber kerusakan 

lingkungan. 

Secara detail, argumentasi pertama Dobson sebelumnya merujuk pada usaha yang 

dilakukan oleh sistem perdagangan emisi dalam mendorong inovasi teknologi untuk 

menciptakan energi yang ramah lingkungan. Namun pada kenyataannya praktek ini sulit 

direalisasikan mengingat besarnya ketergantungan manusia saat ini terhadap bahan bakar 

konvensional seperti minyak dan solar yang lebih banyak mengeluarkan emisi karbon. 

Selain itu, merujuk pada argumentasi kedua Dobson yang menghubungkan tingkat 

populasi dengan tingkat kerusakan lingkungan, maka kepastian kelestarian lingkungan 
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adalah sesutu hal yang sulit untuk diprediksi. Argumentasi Dobson yang kedua ini juga 

didukung oleh pernyataan dan data mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi 

dengan pertumbuhan emisi suatu negara. 

 
Grafik 1.1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Emisi Global 

(Sumber: Karen L. Higgin, Economic growth and sustainability – are they mutually exclusive? 
(https://www.elsevier.com/connect/economic-growth-and-sustainability-are-they-mutually-exclusive)) 

 

Karen Higgin menyebutkan dalam artikelnya bahwa agar suatu ekonomi dapat 

bertumbuh, maka dibutuhkan penggunaan sumber daya alam dan energi yang 

mengakibatkan adanya pengeluaran emisi.50 Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi 

biasanya berbanding lurus dengan peningkatan jumlah emisi suatu negara. Pernyataan ini 

tercermin pada Grafik 1.1 yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara 

pertumbuhan PDB, populasi, emisi, konsumsi minyak dan produksi minyak. Hal lain yang 

perlu untuk diingat adalah jumlah populasi manusia yang terus bertambah yang diikuti 

dengan tingkat kebutuhan ekonomi yang tentu akan bertambah pula. Untuk itu, 

mengurangi penggunaan bahan bakar konvensional, utamanya minyak hingga 70% 

terhadap seluruh populasi dunia sulit untuk dilaksanakan pada masa ini. Higgin juga 
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menyebutkan, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menyeimbangkan 

pertumbuhan ekonomi dan usaha peningkatan kualitas lingkungan secara bersamaan.51  

Idealnya, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan tidak boleh 

saling mendahului satu sama lain. Meskipun hal ini sulit untuk direalisasikan, namun usaha 

pemerintah dan perusahaan dalam mendorong inovasi energi ramah lingkungan harus 

ditingkatkan. Jika dihubungkan dengan pernyataan Ellerman sebelumnya bahwa 

“perdagangan emisi telah meningkatkan usaha peningkatan kualitas lingkungan, tapi tidak 

benar-benar menjanjikan kelestarian lingkungan”52 maka perdagangan emisi sebagai 

model kebijakan lingkungan berbasis pasar menjadi pilihan yang lebih cocok untuk 

diterapkan di berbagai negara, khsusunya di negara industri maju. 

Peningkatan kelestarian lingkungan dapat dikaitkan dengan program perdagangan 

emisi melalui tiga faktor utama; pertama, persyaratan pengurangan emisi harus dilakukan 

secara bertahap dan perusahaan diperbolehkan untuk dapat menyimpan reduksi emisinya; 

kedua, pemerintah memungkinkan perusahaan yang memiliki beban biaya yang tinggi atau 

bahkan biaya kalayakan teknis untuk memenuhi persyaratan lingkungan melalui pembelian 

kuota (allowance) emisi. Hal ini secara efektif akan membayar setengah biaya pengurangan 

emisi perusahaan lain. Alasan penting dari dukungan terhadap pelestarian lingkungan 

adalah adanya alokasi mekanisme yang lebih ringan bagi sejumlah individu yang sulit taat 

terhadap regulasi pemerintah. 

Dalam kasus Amerika Serikat sendiri, seperti yang diketahui, tingkat pengeluaran 

emisi dari berbagai sektor sangatlah tinggi. Pada tahun 2015, Amerika Serikat menempati 

posisi kedua sebagai negara dengan tingkat emisi karbon dioksida terbesar setelah 

Tiongkok.53 Hal ini sejalan dengan aktivitas industri Amerika Serikat yang merupakan satu 

dari beberapa negara industri maju dengan tingkat konsumsi energi tertinggi di dunia. 
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Sejalan dengan itu, tingkat emisi yang dikeluarkan dari konsumsi energi juga akan 

berbanding lurus dengan tingkat konsumsi. Karbon dioksida yang merupakan hasil 

pembakaran bahan bakar adalah jenis emisi yang mendominasi negara-negara industri 

maju di dunia dibandingkan dengan gas rumah kaca (GRK) lainnya.  

Sejak tahun 2005 hingga 2016 DI Amerika Serikat, karbon dioksida dari hasil 

pembakaran energi mengalami penurunan rata-rata sebesar 1.4%.  Pada sektor industri, 

pertumbuhan industri dalam negeri seperti bahan kimia menjadikan tingkat konsumsi 

energi dan pengeluaran emisi karbon dioksida juga meningkat.54 Pada sektor pembangkit 

tenaga listrik, pembangkit listirik yang menggunakan tenaga batu bara diganti dengan gas 

alam, matahari dan angin.55 Emisi langsung (direct emissions) di sektor bangunan 

perumahan dan komersial sbegaian besar berasal dari ruang pemanas, air pemanas dan 

peralatan memasak.56 Emisi karbon dioksida yang terkait dengan penggunaan listrik di 

sektor ini melebihi batas yang ditentukan. Pada tahun 2016, emisi karbon dioksida dari 

sektor transportasi melampaui tingkat emisi pada sektor pembangkit tenaga listrik. 

Namun, meskipun terdapat beberapa pengurangan tingkat emisi di Amerika 

Serikat, Uni Eropa maupun Jepang, fakta bahwa negara-negara maju belum bisa mencapai 

target pengurangan emisi yang ditentukan oleh Protokol Kyoto merupakan suatu hal yang 

sangat disayangkan. Faktanya, terdapat kenaikan tingkat emisi global sebesar 7%, dan 

bahkan Uni Eropa yang memiliki sistem perdagangan emisi serta pengetatan kebijakan 

lingkungan hanya mengalami penurunan sebesar 1%.57  

Menurut UN Intergovernmental Panel on Climate Change, kenaikan terjadi karena 

diperhitungkannya total emisi dari barang yang di impor oleh negara-negara maju. 

Sebenarnya negara-negara maju atau negara Annex I sudah mengurangi tingkat emisi 
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sebesar 2%, namun ketika barang impor diperhitungkan, maka emisi justru mengalami 

kenaikan.58 Sebagai contoh Inggris, pada periode tahun 1990 hingga 2008, Inggris sudah 

mengurangi 28 juta ton emisi karbon, namun saat impor dan ekspor diperhitungkan, justru 

terjadi kenaikan 100 juta ton emisi karbon.59 Eropa sendiri sudah mencapai pengurangan 

emisi sebesar 6%, namun saat perhitungan ekspor-impor dimasukkan, penurunan 

berkurang menjadi hanya 1%.60 

Hal ini terjadi disebabkan karena sebagian besar negara-negara maju mengimpor 

barang-barang dari negara berkembang yang dalam proses produksinya mengeluarkan 

banyak emisi. Pertumbuhan di Tiongkok dan negara berkembang lainnya didorong oleh 

produksi barang dan jasa yang diekspor ke negara-negara maju. Bahkan, ketika kalkukasi 

ekspor-impor dimasukkan, terdapat gambaran yang sangat berbeda untuk negara-negara 

yang mengekspor lebih banyak barang padat karbon daripada yang mereka impor. 

Tiongkok, yang pertumbuhannya didorong oleh industri berbasis ekspor, biasanya 

digambarkan sebagai penghasil emisi CO2 terbesar di dunia, namun jejaknya turun hampir 

seperlima saat impor dan ekspornya diperhitungkan, menempatkannya di belakang 

Amerika Serikat. Tiongkok sendiri mencatat total emisi sebesar 75% gas rumah kaca. 

 

iv. Kesimpulan 

Penolakan Amerika Serikat terhadap Protokol Kyoto didasarkan atas dua hal yang 

menjadi dasar kepentingan, yang pertama adalah kebutuhan industri dalam negeri dan 

yang kedua adalah tidak adanya pertisipasi oleh negara-negara berkembang dalam 

mewujudkan misi pengurangan emisi global. Hal yang patut diingat adalah populasi 

manusia yang diiringi dengan peningkatan aktivitas manusia dalam berbagai sektor 

kehidupan jelas akan selalu berdampak pada tingkat emisi global. Sejatinya sangat sulit 
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untuk mengurangi tingkat emisi global, sementara populasi manusia terus bertambah dari 

waktu-kewaktu. Selain itu, jika berkaca pada persentase jenis bahan bakar energi yang 

paling banyak dikonsumsi, maka tujuan pengurangan emisi global jelas sulit dicapai. 

Kebijakan lingkungan seyogyanya tidak bersifat kaku agar kepentingan industri dalam 

negeri tidak dikorbankan, namun tidak berarti kepentingan industri berada di atas 

kepentingan lingkungan. 

Hal yang dapat dilakukan oleh berbagai negara adalah menyeimbangkan 

kepentingan ekonomi dan juga kepentingan lingkungan melalui kerangka kebijakan yang 

dapat mengakomodir dua kepentingan tersebut. Selain itu, hal penting lainnya adalah 

harus adanya pertisipasi negara-negara berkembang dalam kampanye pengurangan emisi 

global. Jika hal ini dilaksanakan secara global sambil pemerintah menstimulasi kebijakan 

energi terbarukan dan mendorong swasta untuk lebih inovatif, maka tujuan tersebut dapat 

dicapai. 
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